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BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 38 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program

dan kegiatan Tahun 2017, perlu untuk melakukan
perubahan kembali terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor
38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah
Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126
Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor
38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten
Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor
21);
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Menetapkan :

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017

Peraturan Bupati Banjar Nomor
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MEMUTUSKAN :

Pasal I

Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran huruf A Daftar Standar Biaya Kabupaten Banjar dalam
Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Banjar ditambahkan angka 7.A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI TENTANG
ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

PERUBAHAN

38 Tahun 2016 tentang

setelah angka 7

KEDUA

NO URAIAN SATUAN BIAYA

7.A | Tim Unit Pemberantasan Pengutan Liar
Daerah
a. Penanggungjawab OB 3.500.000
b. Wakil Penanggung jawab OB 3.000.000
c. Ketua Pelaksana OB 2.750.000
d. Wakil Ketua Pelaksana OB 2.500.000
e. Sekretaris OB 2.250.000
f. Ketua Kelompok Kerja OB 2.250.000
g. Anggota Sekretariat Panitia OB 1.500.000
h. Anggota Kelompok Kerja OB 1.500.000

2. Ketentuan Lampiran huruf A angka 32.2 Standar Biaya Kabupaten Banjar
dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Banjar ditambahkan angka 2.9 setelah angka 2.8

sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

32

2.9 Insentif Dokter WKDS pada
BLUD RSUD Ratu Zalecha

OB

6.500.000,-

3. Ketentuan Lampiran huruf B Penjelasan Standar

7.A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Biaya Pemerintah
Kabupaten Banjar dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016
tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar ditambahkan angka
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7.A. HONORARIUM TIM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DAERAH

Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai
bagian dati Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah yang
keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Lampiran huruf B Penjelasan Standar Biaya Pemerintah
Kabupaten Banjar dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016
tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar ditambahkan
Penjelasan angka 32.2.9. Insentif Dokter WKDS pada BLUD RSUD Ratu
Zalecha sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Honorarium Insentif wajib kerja dokter spesialis dapat diberikan kepada
wajib kerja dokter spesialis yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala
Badan PPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas
melaksanakan wajib kerja dokter spesialis di BLUD RSUD Ratu Zaleha
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Nopember 2017

BUPATI BANJAR,
Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 75
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